BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap
hasil penelitian dalam Bab Il, dapat disimpulkan peran kedamangan dalam
menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat
hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana sesuai dengan tugas
dan fungsi Damang Kepala Adat berdasarkan hukum adat Suku Dayak Siang dan
tata cara penyelesaian sengketa atau konflik menurut hukum adat Suku Dayak
Siang. Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat berperan sebagai
wakil dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dalam musyawarah,
Damang Kepala Adat berperan sebagai pimpinan adat dalam melakukan sumpah
adat terhadap PT. Indo Muro Kencana, Damang Kepala Adat berperan sebagai
hakim adat dalam memberikan putusan dan sanksi terhadap PT. Indo Muro
Kencana dan Damang Kepala Adat berperan sebagai mitra Dewan Adat Dayak
Kabupaten Murung Raya dalam upaya penyelesaian masalah melalui Surat
Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan
Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung
Raya. Kedamangan juga telah melakukan perannya berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat

Dayak di Kalimantan Tengah.
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B. Saran

Sesuai dengan Manfaat Penelitian serta Kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, agar dapat melakukan
tindak lanjut pembentukan peraturan daerah tingkat Kabupaten untuk
memperkuat peran Kedamangan di Kabupaten Murung Raya dalam
struktur Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemerintah
Daerah Kabupaten Murung Raya juga harus melakukan sosialisasi dan
penyuluhan  hukum  peraturan  daerah tersebut serta melakukan
pemberdayaan ~ masyarakat hukum  adat guna meningkatkan
pengetahuan terkait pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan
kedudukan Kedamangan di dalam masyarakat hukum adat. Sehingga
masyarakat hukum adat dapat mengerti dan berperan aktif menunjang
akselerasi pembangunan daerah.

2. Bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang, agar masyarakat dapat
menjaga, mempertahankan dan melestarikan kekayaan budaya.
Masyarakat hukum adat juga harus mempersiapkan diri secara optimal,
untuk menghadapi perkembangan zaman, baik melalui pendidikan formal
maupun informal sehingga memiliki pengetahuan yang cukup tentang
pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

3. Bagi Kedamangan dan Damang Kepala Adat di Kecamatan Tanah Siang

Selatan, agar terus berperan dalam melakukan tugas dan fungsinya,
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sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dan melakukan
pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui sosialisasi dan
penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
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BUPATI MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI Wm RAYA
NOMOR : 188.45 / 38 /2013

PENETAPAN sxmm,, AT
SEBAGAI EAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang: & bahwa cegar budays berupa benda, bangunan, struktur, situs,
dan ummammmnmmmpm
daerah mn meninghatioan mn serta nmxy&mim mmlk

b. behwa &altm rangka menjaga, melindungi ﬂa.n mekmﬁkm
cagar budayn Kabupaten Murnng Reya;

¢. bahwa tindaklanjut hasil kajlan Tim Ahl Cagar Budaya, perlu
mcx:gapimnhmmcmbxﬁm

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid dalam
huruf a, huruf b, den hund ¢, ?mr.immgum ﬁkpumm
Bupati tentang Peoctapan Situs Puruk Kambang Sebagai
hmcwmmﬁxs&mwnumm

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 05 Tehun 2002 twenteng Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaeten Gunung Mas, Kabupaten
Pulmg Fisau, Kabupsten Muning Rays, Kebupaten Bmm Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembarsn NW
Republik Indonesia Nomor 4180 §;

2, Undang ~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeraly { Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 135, Tambabhan Lembaran Negars Republike Indonesia
Nomor 4437 }. ; sebsgaimana telah diubab Beberapa Kall dan
Terakhir dengan Undang-Undeng Negars Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan stes Undang Undang
Negara Republik Indonesia MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Dasrah [Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4844);



4, Wndmg!im 12 Tahun 2011 tenteng Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negam Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tembahan Lembarsn Negara
WWM&M},
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Penyusunan Froduk Hukum Dasrah { Berita Negara Republik
Indonesia Takun 2011 Nomor 6945

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintah Dacrak Provinsl, dan Pemerintah
Daerah mmmmngm { Lembaran Negara Republik Indonesia
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Inﬁnmrﬁuﬁnm&?ﬁ?),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
wmmgmmﬂmm&&ﬁmmmﬁn
Nomor 4741);
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tentang Urusen Pemerintahan yang menjadi  Kewrnpogan
Kabupaten Muning Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2008 Nomor 58 );
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‘tentang  Organisasi dan Tatakeria Dinas Dacrah
MmMMWMﬁWXMMMw
K08 Nomar 60 );

10, Peraturan Dasrah Kabupaten umng Raya Nomor 4 Tahun 2012
tentang Penctapan Anggaran Pendapatan don Belania Daerah
Kabupaten Muorung Rayn Tabun Anggaran 2013 {lembaran
Dasrah Kahupamn Murung Raya Tahun 2012 Nomeor 124 );

MEMUTUBEAN:

Menctapkan  : FRNETAPAN m PURUE EAMBANG BEBAGAI EAWABAN

KESATU

KEDUA

ATEN MURUNG RAYA

¢ Menetapkan Puruk Kambang sebapai kawssan Cager Budaye
Kabupaten Murung Bava,

: Kawssan Cager Budave Puruk Kambang ditetapken Secluss
Radius 1000 Meter dari kaki Bukit vang Meliputi:
1. Zona int sdalah Merupalkan Morfologl Bukit hingga batas
kalki Bukit
2. Zona Penyangge dengan Jarak Radiue 100 Meter dari Kaki
kit
-
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KEEMPAT  : Habhal yang terkait dari penetapan Situs Puruk Kambang
Sebagai Kawnsen Cagsr Budays ini akan disclesalkan mﬂ
mmmmmpmm

KELIMA : Pengelolnan Kawasan Cugar Budaya sebagaimana dimaksud
mmmmwmmmmmw
kebudaysan dan Lembeags yung terkait.

HKEENAM + Biays yang timbul sidbat keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah {APBD} Kabupaten
Murung Rays Tehun 2013 peda Dinas Pariwisata Seni dan

KETWUH  : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mmdnmmmmﬁmwmummmmm
keputusan inf aken dilaleukan perbaikan sehagaimana mestinys.
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